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SINOPSIS 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) adalah salah satu partai 

yang yang terdaftar dalam pemilihan umum (Pemilu) oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). 

Eksistentensi PDI Perjuangan dalam perpolitikan di Indonesia sering mengalami pasang surut  

yang membuat semua kalangan partai tersebut untuk memutar otak agar keberadaanya tetap 

terjaga dan agar menjadi partai pemenang yang bisa mengambil alih dan mempertahankan 

kekuasaan. Pilakada Banjarnegara tahun 2011 juga mengikutsertakan PDI Perjuangan dalam 

merebut kekuasaan Bupati dan Wakil Bupati. PDI Perjuangan mengusung pasangan Sutedjo 

Slamet Utomo dan Hadi Supeno untuk mendapatkan kursi tersebut. PDI Perjuangan termasuk 

partai yang kuat di Kabupaten Banjarnegara yang menempatkan 6 kadernya menjadi anggota 

DPRD Kabupaten Banjarnegara dan memiliki massa yang banyak, alhasil pasangan Sutedjo 

Slamet Utomo dan Hadi Supeno  yang di usung oleh PDI Perjuangan bisa memenangkan 

Pilkada tahun 2011. Atas dasar itulah peneliti ingin meneliti lewat penelitian di skripsi ini 

mengenai “BAGAIMANA STRATEGI PDI PERJUANGAN DALAM MEMENANGKAN 

PASANGAN SUTEDJO SLAMET UTOMO DAN HADI SUPENO DI PILKADA 

BANJARNEGARA PERIODE 2011-2016?”. 

Jenis penelitiannya merupakan deskriptif  kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan strategi yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam memenangkan 

pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno di Pilkada pada tahun 2011. Strategi yang 

di lakukan oleh PDI Perjuangan dalam memenangkan Pilkada dapat dilihat dari metode 

kampanye yang dilakukan, pembentukan koalisi partai, arena kontestasi atau memenfaatkan 

persaingan dalam pilkada dan program kerja serta visi misi yang di kenalkan kepada 

masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti berusaha mengumpulkan, mengorganisir 

dan menyajikan dan menginterpretasikan data-data yang dibutuhkan agar dapat ditarik 

kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan. 

Sesuai dengan kebutuhan di lapangan peneliti menentukan informan yang akan dimintai 

informasi dan keterangan dengan jumlah 15 informan, yang meliputi dari Ketua DPC PDI 

Perjuangan, Sekretaris, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, anggota Tim sukses pasangan 

Tedjo-Peno, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan 

oleh PDI Perjuangan dalam memenangkan Pilkada Banjarnegara tahun 2011 meliputi, 

Pertamamenggunakan metode kampanye door to door (pintu ke pintu) yaitu metode yang 

dilakukan dari rumah ke rumah untuk mendapatkan kepercayaan dan simpati masyarakat. 

Kedua,pembentukan koalisi partai yang membuat kerja PDI Perjuangan menjadi ringan dan 

mudah dalam rangka memenangkan Pilkada Banjarnegara, pasangan Sutedjo Slamet Utomo 

dan Hadi Supeno di usung oleh 10 partai politik diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, PPP, 

PKS, Gerindra, PKNU, Hanura, PBR, PPRN, Barnas. pembentukan koalisi partai membuat 

pekerjaan menjadi ringan dan mudah karena setaip partai pengusung memiliki konsituen 

(massa). Ketiga, arena kontestasi, persaingan antar pasangan calon terjadi sangat sengit 

terutama antara pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno dengan Budi Sarwono 

danKusumo Winahyu Diah. PDI Perjuangan bersama dengan partai pengusung 

memanfaatkan isu-isu negatif pasangan Budi Sarwono dan Kusumo Winahyu Diah untuk 

dijadikan senjata dalam memenangkan Pilkada. Keempat, program prioritas dan visi-misi 

menjadi sudah bisa dikatakan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu 

program andalannya adalah di bidang pertanian, jumlah penduduk yang mayoritas sebagai 

petani dan kondisi wilayah yang sangat besar potensi pertaniannya menjadikan program 

utama pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno sangat memprioritaskan bidang 

pertanian. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut 

Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat 

yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Pemilukada meliputi 

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur,Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Pemilu 

Walikota dan Wakil Walikota.Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan 

daerah provinsi  dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing 

sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota 

memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, 

yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD.  Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan 

Daerah baik didaerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga 

eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di 

provinsi, maupun kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur 

penyelenggaraan  pemerintahan di  daerah (Pasal 40 UU No. 32 tahun 2004) . 

Pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah berdirinya Indonesia memiliki 

perbedaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan keadaan yang terjadi. Pemerintahan 

Orde Baru menerbitkan undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok 

pemerintahan di daerah dengan berlandaskan pada Undang - Undang 1945 dan 
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Pancasila pemilihan kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi 

syarat, tata cara seleksi calon  kepala daerah dilakukan oleh DPRD. 

Setelah bergantinya kekuasaan dari zaman orde baru ke zaman reformasi 

pemerintah ingin mewujudkan suatu tatanan Indonesia Baru maka ditetapkanlah 

undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Undang - Undang ini 

menimbulkan perubahan pada penyelengaraan pemerintahan di daerah, perubahannya 

tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga hubungan 

antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya hubungan antara pemerintah pusat 

dan daerah bersifat sentralistis, namun setelah undang - undang ini diberlakukan, 

hubungannya bersifat desentralistis. Menurut undang - undang nomor 22 tahun 1999, 

pemerintah dareah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, dimana 

DPRD diluar pemerintah daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah 

daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Undang - undang nomor 22 tahun 

1999 ini mengisyaratkan tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbeda dengan di masa - masa sebelumnya, yaitu 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama - nama calon kepala 

daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon - calon 

tersebut.  

Dasar hukum penyelenggaraan pilkada berubah dari Undang-Undang nomor 22 

tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. Pilkada dilaksanakan secara langsung yaitu rakyat secara langsung 

menggunakan hak suaranya untuk memilih kepala daerah. Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada 

dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum 

kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi 
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Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu 

Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari 

pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang  

Pemilihan umum Kepala Daerah atau Pilkada merupakan sarana untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan republik 

Indonesia yang berdasarkan pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pilkada harus dilaksanakan sesuai 

dengan asas Pemilihan umum yaitu dengan lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil. Dalam pilkada rakyatlah yang menjadi kunci, sehingga kesadaran rakyat untuk 

menjadi pemilih sangat diharapkan demi terciptanya daerah yang demokratis. 

Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena 

pemilihan kepala daerah seperti memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di lakukan secara langsung sehingga 

rakyat yang memilih sesuai keinginan mereka. Pilkada langsung merupakan 

perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 18 

Ayat empat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing 

sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.  

Kabupaten Banjarnegara salah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2011 telah melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) belum dilaksanakan 

secara serentak yang dimenangkan oleh pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi 

Supeno, pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno menjabat sebagai Bupati 
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untuk masa jabatan 2011 sampai dengan 2016. Ada 4 (empat) pasangan calon yang 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode 2011-

2016, berikut adalah nama pasangan calon dan hasil rekapitulasi suara oleh KPUD 

Banjarnegara. 

 

Tabel 1.1 

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Banjarnegara 2011 

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

BANJARNEGARA TAHUN 2011 

NO NAMA PASANGAN CALON JUMLAH SUARA PERSENTASE 

1 H.SYAMSUDIN,S.Pd,M.Pd dan 

H.TOTO HARDONO 

105.313 21,17% 

2 BUDHI SARWONO dan KUSUMO 

WINAHYU DIAH AT 

170.076 34,19% 

3 Dr.H.M.YUSRIE dan H.M.NAJIB 23.007 4,62% 

4 H.SUTEDJO SLAMET 

UTOMO,S.H,M.Hum dan Drs.H.HADI 

SUPENO,M.Si 

199.065 40,02% 

 Total  497.461 100% 

Sumber: KPUD Banjarnegara 

Sutedjo Slamet Utomo atau lebih dikenal dengan Pak Tedjo menang dengan 

rival sengitnya yaitu wing chin (Budi Sarwono), yaitu salah satu penantang pengusaha 

sukses keturunan tionghoa dengan selisih 28.989 suara. Dari tabel diatas dapat 

diketahui yang mendapatkan suara terbanyak adalah pasangan Sutedjo Slamet Utomo 

dan Hadi Supeno dengan perolehan suara sebesar 199.065 suara atau sebesar 40,02%,  

lalu ditempat kedua adalah pasangan Budi Sarwono dan Kusomo Winahyu Diah AT 

dengan perolehan suara 170.076 setara dengan 34,19%, ditempat ketiga adalah 
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pasangan Syamsudin dan Toto Hardono dengan perolehan suara sebesar 105.313 

suara atau sebesar 21,17%, dan ditempat terakhir yaitu pasangan M Yusrie dan M 

Najib dengan mendapatkan 23.007 suara atau sebesar 4,62 %. 

Tabel 1.2 

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Banjarnegara 2011 di Setiap Kecamatan  

No  Kecamatan  SYAMSUDIN

dan TOTO 

HARDONO 

BUDHI 

SARWONO 

dan KUSUMO 

WINAHYU 

DIAH AT 

M.YUSRIE 

dan M.NAJIB 

SUTEDJO 

SLAMET 

UTOMO dan 

HADI 

SUPENO 

1 Susukan  6.144 14.777 519 7.056 

2 Purwareja 

klampok 

2.909 11.128 410 8.360 

3 Mandiraja  7.949 11.261 794 16.745 

4 Purwanegara  19.339 9.662 976 8.531 

5 Bawang  7.717 9.337 1.289 12.556 

6 Banjarnegara  5.480 11.267 2.805 15.713 

7 Sigaluh  2.808 6.591 768 6.320 

8 Madukara  4.241 6.684 1.005 13.089 

9 Banjarmangu  4.003 6.315 1.184 13.440 

10 Wanadadi  4.443 4.540 250 7.990 

11 Rakit  7.168 8.412 1.140 10.092 

12 Punggelan 6.277 14.058 955 17.227 

13 Karangkobar 2.593 4.734 801 7.299 

14 Pagentan  3.082 8.733 1.013 7.526 

15 Pejawaran 3.329 10.027 1.542 8.476 

16 Batur 4.152 7.117 2.436 4.593 

17 Wanayasa 4.355 8.805 3.334 9.013 

18 Kalibening 4.558 8.283 690 9.087 

19 Pandanarum 2.034 3.250 280 5.595 

20 Pagedongan 2.732 5.095 816 9.907 

 Total  105.313 170.076 23.007 199.065 

Sumber: KPUD Banjarnegara 
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Berdasarkan tabel 1.2, kemenangan pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi 

Supeno ada di beberapa kecamatan antara lain di kecamatan mandiraja, bawang, 

banjarnegara, madukara, banjarmangu, wanadadi, rakit, punggelan, karangkobar, 

wanayasa, kalibening, pandanarum, dan pagedongan.  

Berikut adalah  rekam jejak (track record) dari  Sutedjo Slamet Utomo  calon 

Bupati Banjarnegara periode 2011-2016 pernah menjabat sebagai Auditor atau 

Pemeriksa pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Banding 

Bidang Kesejahteraan Sosial pada Irwil I, Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banjarnegara,Staf Ahli Bupati Banjarnegara Bidang Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia. Sementara calon wakilnya Hadi Supeno memiliki latar belakang 

sebagai, Guru Sekolah Dasar di Kalasan, Yogyakarta, Guru SPG Muhammadiyah 

Borobudur, Kepala SMA Muhammadiyah Grabag Magelang, Dosen dan Kepala Biro 

Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Magelang, Kepala Sub Dinas SLTP 

dan SLTA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan) 

Kabupaten Magelang, Wartawan lepas untuk Harian Sore “Wawasan” Semarang dan 

Majalah “Jakarta-Jakarta” , Wakil Bupati Banjarnegara Periode 2001-2006, Ketua 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

 

Kemenangan pasangan calon Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno tidak 

lepas dari dukungan koalisi partai politik. Ada beberapa partai politik yang berkoalisi 

untuk mendukung mereka diantaranya yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKS, 

Gerindra, PKNU, Hanura, PBR, PPRN, Barnas. PDI Perjuangan merupakan partai 

yang sangat berpengaruh dalam kemenangan pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan 

Hadi Supeno di Pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011.  



7 
 

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dimana  menjadi kunci 

kemenangannya adalah kekuatan dari partai politik yaitu kekuatan PDI Perjuangan, 

karena salah satu rival terberatnya adalah Budi Sarwono alias Wing chin yang 

berpasangan dengan Kusumo Winahyu Diah AT adalah salah satu pengusaha 

kontraktor yang sukses dan kaya raya. Kekayaan whing chin yang sangat banyak bisa 

saja memenangkan pilkada Banjarnegara tahun 2011 dengan cara membuat kekuatan 

yang besar, membuat tim sukses yang solid yang bekerja sangat keras, kampanye 

yang bisa menarik perhatian masyarakat dan sebagainya. Namun Budi Sarwono yang 

berpasangan dengan Kusumo Winahyu Diah AT tidak bisa mengalahkan pasangan 

Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno karena pengaruh dari PDI Perjuangan. 

Kemenangan PDI Perjuangan dalam Pilkada 2011 tidak terlepas dari strategi 

yang dibuat oleh partai tersebut. Strategi yang dilakukan PDI Perjuangan dalam upaya 

memenangkan pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno di Pilkada 2011 

dilakukan secara kelembagaan, yaitu strategi partai dalam memenangkan Pilkada 

maupun strategi yang dilakukan oleh pasangan calon. Strategi merupakan bagian yang 

sangat penting dalam memenangkan Pilkada. Terkai dengan hal itu, maka peneliti 

tertarik dengan strategi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam memenangkan 

pasangan Sutedjo Slamet Utomo dan Hadi Supeno di Pilkada Banjarnegara periode 

2011-2016.  
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mendapatkan tujuannya. Sejatinya politik uang (money politic) adalah hal yang 

sangat tidak baik untuk berlangsung kehidupan bernegara di Indonesia karena 

membeli suara rakyat. 
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